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Sri Susilowati, E 1106180. 2010. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 
DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI APARAT 
PENGELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SEKTOR 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( STUDI DI KPP PRATAMA KLATEN 
). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, 
Kabupaten Klaten di sektor pedesaan dan perkotaan, hambatan yang dihadapi 
serta solusi-solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. 
 Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum empiris yang 
bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, 
Jalan Veteran No. 82 Bareng Lor Klaten, Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa wawancara dengan 
pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten,  dan sumber 
data sekunder berupa dokumen peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.Teknik Analisis 
data adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis 
interaktif 
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan  
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Klaten keseluruhannya sudah tertib administrasi dan sesuai aturan 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan. Sesuai dengan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada 
Tahun 2009,  dapat diukur bahwa kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Tahun 2009 belum bisa mencapai target yang ditentukan karena masih ada 
hambatan-hambatan yang mempengaruhi hasil penerimaan PBB, sedangkan 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah dalam pendataan Obyek Pajak, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari 
Wajib Pajak dalam mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek 
Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya; dalam penetapan 
penghitungan PBB terdapat masalah keberatan; dalam penentuan obyek dan 
subyek, pemilik tanah jauh,subyek pajak berdomisili diluar daerah Kabupaten 
Klaten; dalam pembayaran Wajib Pajak belum membayar atau melunasi pajak 
terutangnya, terjadi tunggakan-tunggakan. Adapun langkah-langkah yang 
dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah melakukan 
penyuluhan, lokakarya, seminar sehubungan dengan pajak; melakukan 
pengurangan pembayaran atau penghitungan pajak dengan melalui prosedur yang 
berlaku; mengintensifkan penyuluhan–penyuluhan ke masyarakat secara 
langsung, menginformasikan lewat media massa kapan pengambilan SPPT dapat 
dimulai dan batas pembayarannya; dengan memberikan Surat Teguran kepada 
Wajib Pajak. 




Sri Susilowati, E.1106180. 2010. COLLECTION REALIZATION OF LAND 
AND BUILDING TAX ON PRATAMA TAXING SERVICE OFFICE IN 
RUNNING ITS FUNCTION AS THE APPARATUS MANAGING THE 
LAND AND BUILDING TAX IN RURAL AND URBAN SECTORS (A 
STUDY ON Klaten Pratama KPP). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University. 2010. 
This research aims to find out the realization of collecting Land and Building 
Tax conducted by the Pratama Taxing Service Office of Regency Klaten in rural and 
urban sectors, the obstacles encountered and the measures taken to cope with such 
obstacles. 
This study belongs to an empirical research that is descriptive in nature. The 
research location was the Pratama Taxing Service Office of Regency Klaten located in 
Veteran Street No. 82   Bareng Lor Klaten, Central Java. The type of data used was the 
primary and secondary data using primary and secondary data sources.  The primary 
data source constituted the interview with the officers of Pratama Taxing Service Office 
of Regency Klaten, and the secondary one constitute the document of legislation 
namely the Act Number 12 of 1994 about the Land and Building Tax. Technique of 
analyzing data employed was a qualitative data analysis with an interactive analysis 
model. 
Based on the result of research, it can be found the realization of collecting the 
Land and Building Tax conducted by the Pratama Taxing Service Office of Regency 
Klaten has been entirely ordered in the administration aspect and consistent with the 
Act Number 12 of 1994 about the Land and Building Tax. Corresponding to the result 
of Land and Building Tax revenue of 2009, it can be found that the performance of the 
Pratama Taxing Service Office of Regency Klaten had not achieved the predetermined 
target in 2009 because there were still many obstacles affecting the result of PBB 
revenue. Meanwhile the obstacles encountered in the procedure of collecting the Land 
and Building Tax included the Tax Object registration; the lack of tax obligator’s 
awareness of and understanding of registering, calculating and reporting by themselves 
the Tax Object they dominate, own and utilize; the objection in the term of PBB 
calculation establishment; in object and subject determination, the land owners resides 
far from the land, the tax subject domiciles outside the area of Regency Klaten; in the 
payment the Tax Obligator had not paid their outstanding tax, some arrears occur. The 
measures taken in coping with such obstacles include to hold illumination, workshop, 
seminar regarding the tax; to reduce the tax payment or calculation with the prevailing 
procedure; to intensify the illumination directly to the society, to inform through the 
mass media about when SPPT can be taken and the payment due time; to give the 
reprimand letter to the Tax Obligator.   
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini 
adalah mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan 
kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan 
pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum 
material atau sosial. Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan 
kemakmuran rakyat (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006:128). Dalam hal ini, 
ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan merupakan faktor 
yang sangat penting guna mencapai tujuan yang diinginkan.  
Usaha Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah 
dengan melakukan pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber 
penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang 
berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran–
pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud 
adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan 
bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan 
yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak Bumi 
dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya didaerah, maka daerah 
mendapat bagian yang lebih besar.  
Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan 
dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang 
lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju 
tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Penanganan dan 
pengelolaan pajak dapat diwujudkan salah satunya dalam pemungutan PBB 
diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan undang-undang 
PBB yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 
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sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
Demi kelancaran serta keberhasilan dalam melakukan pelaksanaan 
pemungutan pajak harus didukung dan dijalankan oleh pihak Fiskus, yaitu Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) yang ada di setiap Kabupaten di 
Indonesia dan para wajib pajak. Sebagai unit kerja modern, struktur organisasi KP 
PBB mengalami perubahan sesuai fungsi yang menggabungkan fungsi pelayanan 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) dari KP PBB ke dalam satu atap pelayanan yaitu Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama (KPP Pratama). 
Kedua pihak di atas saling berhubungan dan saling mempengaruhi terutama 
dalam hal proses pemungutan pajak. Dalam menjalankan fungsinya keduanya 
perlu mengetahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban masing-masing dan 
selanjutnya menerapkannya dalam praktek. Disini pihak yang menentukan dalam 
pemungutan PBB adalah fiskus. Dalam menjalankan hak dan kewajiban fiskus, 
untuk mencapai kinerja yang baik dan positif, fiskus harus dilakukan sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, serta mengacu pada prinsip yang ada 
dalam tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam praktek 
berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme 
pengawasan internal ( internal control ) yang bertujuan untuk meminimalkan 
terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu 
dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. 
Good governance tidak hanya terbatas pada masalah integritas, tetapi  juga 
menyangkut efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme dan akuntabilitas 
organisasi, sedangkan bagi para wajib pajak dalam menjalankan hak dan 
kewajibannya dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi diharapkan mematuhi 
aturan yang ada yaitu Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
Penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Kabupaten Klaten. Dilihat dari wilayah kerja KPP Pratama Klaten sumber 
penerimaan PBB yang paling besar penerimaannya setiap tahunnya didapat dari 
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sektor perdesaan dan sektor perkotaan, setelah dari sektor pertambangan. Hal 
tersebut dikarenakan secara geografis, wilayah kerja KPP Pratama Klaten lebih 
didominasi oleh tanah-tanah perdesaan dan perkotaan serta rumah-rumah 
penduduk baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Kedua sektor ini guna 
menunjang peningkatan realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Klaten pada 
setiap tahunnya, maka KPP Pratama Klaten didalam kegiatannya melakukan 
proses pemungutan PBB perlu adanya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 
bangunan serta administrasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PBB, 
sehingga keberhasilannya sesuai dengan yang diharapkan dan tunggakan yang ada 
dapat diatasi. 
 Cepat dan tidaknya dalam melakukan proses pemungutan tersebut secara 
akurat akan mempengaruhi perolehan dalam pembayaran PBB yang sesuai dengan 
target dan waktu. Hal ini sering kali menjadi acuan untuk mengukur kinerja 
pengelolaan pajak oleh KPP Pratama Klaten dalam arti proses pemungutan dan 
hasilnya. Dikarenakan KPP Pratama Klaten kurang melakukan sosialisasi masalah 
pelaksanaan pemungutan PBB, yang mengakibatkan  para wajib pajak banyak 
yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan PBB. hal itu sangat 
berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi  pajak 
terutangnya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat terlihat di 
KPP Pratama Klaten masih terjadi tunggakan-tunggakan disetiap tahunnya dan 
masih ada Wajib Pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangnya 
khususnya terjadi di sektor perdesaaan dan perkotaan, sehingga mengakibatkan 
hasil realisasi penerimaannya belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.  
Membaca hal tersebut di atas penulis bermaksud untuk meneliti pelaksanaan 
pemungutan PBB dalam melakukan prosedur pemungutan PBB di KPP Pratama 
Klaten termasuk hambatan-hambatan yang terjadi serta solusi-solusi untuk 
memecahkan hambatan tersebut khususnya pada sektor perdesaan dan perkotaan. 
Dengan berdasarkan pada latar belakang  permasalahan di atas, maka penulis 
tertarik untuk menyusun penulisan hukum atau skripsi dengan judul : 
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 ” PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DALAM MENJALANKAN 
FUNGSINYA SEBAGAI APARAT PENGELOLA PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN DI SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( STUDI DI 
KPP PRATAMA KLATEN )” 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting didalam suatu 
penelitian, oleh karena itu berarti seorang peneliti telah mengidentifikasi 
persoalan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, 
tegas, terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan 
peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang 
dilakukan oleh KPP Pratama Klaten di sektor perdesaan dan perkotaan ? 
2. Hambatan-hambatan dan solusi-solusi yang dihadapi KPP Pratama Klaten 
dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB tersebut di sektor perdesaan 
dan perkotaan ? 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan 
adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini. 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan 
sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif  
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan  
yang dilakukan oleh KPP Pratama Klaten dalam menjalankan hak dan 
kewajibannya sebagai fiskus, khususnya di sektor perdesaan dan perkotaan 
di Kabupaten Klaten. 
b. Untuk mengetahui berbagai hambatan-hambatan yang terjadi dalam 




2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan guna 
memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang 
ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penulis 
peroleh selama berada di bangku kuliah. 
c. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman aspek hukum dalam teori 
maupun praktek. 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil 
dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya, 
dan pada Hukum Administrasi Negara pada khususnya. 
b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan 
diteliti.salah yang akan diteliti. 
2.  Manfaat Praktis 
a. Memberikan pengetahuan pemikiran bagi para pihak yang memiliki 
kepentingan dalam penelitian ini. 
b. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan adanya semacam 
permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan 
permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik. 
c. Dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak 
bumi dan bangunan yang dilakukan KPP Pratama Klaten kepada para 
wajib pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya dan penulis sendiri 
khususnya.  
E. Metode Penelitian 
Peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk mengungkapkan kebenaran 
hukum yang dilakukan secara terencana dan metodologis, sistematis, dan 
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konsisten. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini  
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
       Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang 
menggunakan data primer sebagai data utama dimana penulis langsung terjun 
ke lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 
2. Sifat Penelitian 
       Sifat penelitian ini bersifat diskriptif, dalam pelaksanaan penelitian 
diskriptif ini penulis tidak terbatas hanya sampai pengumpulan data saja, tetapi 
juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil 
kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data tersebut. 
       Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang 
pelaksanaan prosedur pemungutan PBB yang dilakukan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat 
pengelola pajak bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan, serta 
hambatan-hambatan dan solusi-solusi pemecahannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan PBB yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis, karena 
penelitian hukum ini selain menggunakan data sekunder juga menggunakan 
data primer.  
4. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang di ambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di 
Kabupaten atau Kota Klaten yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 




5. Jenis Data Penelitian 
       Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder : 
a. Data primer 
Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dari lokasi 
penelitian yaitu berupa penjelasan dan keterangan dari para pegawai 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten yang memiliki informasi langsung 
dengan masalah penelitian.  
b. Data sekunder  
Penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal,  
peraturan perundang-undangan, makalah, bahan-bahan dari internet, 
brosur-brosur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian. 
6. Sumber Data Penelitian 
       Sumber data yang dipergunakan Penulis adalah : 
a. Sumber Data Primer  
 Sumber data primer disini yaitu semua pihak yang terkait langsung dengan 
masalah penelitian yang diteliti, dimana akan diperoleh sejumlah 
keterangan, data atau fakta yang lebih obyektif yaitu dari para petugas 
Pajak di KPP Pratama Klaten. 
b. Sumber Data Sekunder, yang terdiri dari : 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah  Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan.   
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder sebagai pendukung data primer yang 
digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait 
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khususnya buku tentang PBB, makalah, sumber dari internet yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
7. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
antara lain : 
a. Studi Lapangan 
Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk 
memperoleh data yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan 
wawancara atau interview. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara 
yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan 
yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang 
lengkap dan seteliti mungkin yaitu wawancara kepada pegawai KPP 
Pratama Klaten yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu Bapak 
M. Baried Sholihin selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
dan Bapak Tri Handono selaku Sub seksi bagian Pengolahan Data.  
b. Studi kepustakaan ( Library Research ) 
Studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-
buku literatur tentang PBB, makalah, internet, peraturan perundang-
undangan dan brosur-brosur yang terkait dengan permasalahan yang sesuai 
dengan dasar penyusunan penulisan hukum ini.  
8. Teknik Analisa Data   
       Teknik analisa data dilakukan setelah melakukan pengumpulan data. 
Analisis data merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan 
kualitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif 
sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi 
kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan 
data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian 
data dan seterusnya diambil kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan 
bersamaan dengan proses pengumpulan data.  
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       Apabila kesimpulan dirasa kurang kuat, maka perlu diadakan verifikasi 
kembali dan peneliti kembali mengumpulkan data dari lapangan. model ini 
dinamakan interactive model of analysis. 
       Dalam operasionalnya, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan 
juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam 
penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, data yang sudah diperoleh disusun 
sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data selesai, 
peneliti melakukan penarikan kesimpulan ataupun verifikasi berdasarkan 
semua hal yang terdapat dalam reduksi ataupun penyajian datanya. Misalnya 
untuk mengetahui jawaban bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan yang dilakukan oleh KPP Pratama Klaten, maka penulis 
menanyakan langsung ke pokok permasalahannya. Kemudian dari jawaban 
dianalisis. Setelah data tersebut selesai di analisis kemudian disimpulkan. 
Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka penelitian 
melakukan kegiatan pengumpulan data yang terfokus dan juga pendalaman 
data lagi. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memudahkan penulisan hukum ini, sistematika yang digunakan 
penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I :     PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, 
dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II :    TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka berkenaan dengan 
judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan atau 
kerangka teori yang meliputi : Tinjauan Umum Tentang Pajak, 
Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Tinjauan Umum 
Tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan, Tinjauan Umum Tentang 
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Administrasi PBB, dan Tinjauan Umum Tentang Kinerja serta 
diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh yang 
meliputi : Profil KPP Pratama Klaten yang antara lain terdiri dari 
(sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Klaten, struktur organisasi, 
visi dan misi, wilayah kerja); disertai dengan pembahasan yang 
dikaitkan dengan permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran, 
dengan teknik analisa data yang telah ditentukan dalam metode 
penelitian yang membahas tentang pelaksanaan pemungutan PBB, 
serta hambatan-hambatan dan solusi-solusi yang dihadapi oleh KPP 
Pratama Klaten. 
BAB IV :  PENUTUP   
Dalam bab ini berisi simpulan dan saran-saran atas perumusan masalah 


















BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Pajak 
a. Pengertian pajak 
       Arti pajak dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 
Dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat (Mardiasmo, 2008: 21). 
       Menurut Sinninghe Damste, menyatakan jika kita mempersoalkan 
pajak, maka harus ada utang kepada badan umum tanpa ada jasa timbal 
balik dari badan itu (Tunggul Anshari Setia Negara, 2006: 7). 
       Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum 
(Mardiasmo,  2001: 1). 
       Dari beberapa pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat 
dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila 






b. Ciri-ciri pajak 
       Dilihat dari berbagai pengertian pajak baik secara ekonomis maupun 
secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara 
lain sebagai berikut : 
1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Ini merupakan asas sesuai 
dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 
23A yang menyatakan ”pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang ”. 
2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) 
yang dapat ditunjukkan secara langsung, misalnya orang yang patuh 
dan taat membayar pajak kendaraan bermotor akan sama  kualitasnya 
dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 
3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 
maupun pembangunan. 
4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 
wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat 
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
5) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu pajak difungsikan untuk 
mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk 
menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga 
berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi regulatif atau 
mengatur) (Mardiasmo, 2008: 1). 
c.  Fungsi pajak 
       Fungsi pajak yang pada umumnya dikenakan kepada masyarakat 
mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu : 
1) Fungsi finansial (budgeter), pajak sebagai sumber dana bagi 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan. 
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2) Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras guna untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
3) Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana 
untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas 
harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan 
antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, 
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 
4) Fungsi redistribusi pendanaan, pajak yang sudah dipungut oleh negara 
akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk 
juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka 
kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat (Fidel, 2008: 3). 
d.  Jenis pajak Pusat 
1) Bea Materai, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1985 Tentang Bea Materai, bea materai adalah pajak atas dokumen. 
Dokumen disini adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung 
arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi 
seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pajak bea 
materai merupakan pajak yang dikenakan atau dokumen yang dipakai 
oleh masyarakat dalam lalu intas hukum. 
2) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ( BPHTB ), yaitu pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan 
hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau 
bangunan oleh pribadi atau badan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan 
Bangunan, pasal (1) angka 1 dan angka 2. 
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3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan pajak yang dikenakan 
atas pemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. 
Pengenaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia didasarkan pada 
pemikiran bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan 
atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan 
yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari 
padanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan 
memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan tersebut kepada 
negara melalui pajak.  
4) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang 
Mewah (PPN  dan PPn BM). 
       Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan jasa (PPN) adalah pajak 
yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah 
pabean Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena 
pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia 
yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak 
berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean Indonesia, 
pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah 
pabean Indonesia, atau eksport barang kena pajak oleh pengusaha kena 
pajak. 
       Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) merupakan pajak yang 
dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah 
yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak 
yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean Indonesia 
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dan impor barang kena pajak 
yang tergolong mewah.  
5) Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan tehadap subyek 
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu 




e. Syarat pemungutan pajak 
       Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan 
pajak, antara lain : 
1) Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan 
hukum  yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan 
perundang-undangan dalam mengenakan pajak secara umum dan 
merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
Sedangkan adil dalam pelaksanannya yakni dengan memberikan hak 
bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan 
Pajak.. 
2) Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. 
Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
Pasal 23 Ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk 
menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 
3) Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh  menganggu 
kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, 
sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 
4) Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi 
budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih 
rendah dari hasil pemungutanya. 
5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak 
yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh 
undang-undang perpajakan yang baru (Mardiasmo, 2008: 2). 
f.  Pengelompokan pajak 
1) Menurut golongannya 
a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain.Contoh : pajak penghasilan 
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b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : pajak 
pertambahan nilai (Mardiasmo, 2008: 5). 
2) Menurut sifatnya 
a) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib 
pajak. Contoh : pajak penghasilan. 
b) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : pajak 
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas mewah (Mardiasmo, 
2008: 5). 
3) Menurut lembaga pemungutannya  
a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak 
penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. 
b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
 Pajak daerah terdiri atas : 
(1) Pajak propinsi, contohnya : pajak kendaran bermotor dan pajak 
bahan bakar kendaran bermotor. 
(2) Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya : pajak hotel, pajak 
restoran, dan lain-lain (Mardiasmo, 2008: 6). 
g.  Sistem pemungutan pajak 
       Sistem pemungutan pajak, terbagi atas :  
1) Official Assessment System. Pemerintah (Fiskus) yang mempunyai 
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Artinya Wajib 
Pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan 
surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
2) Self Assessment system. Wajib Pajak bersikap aktif karena diberikan 
wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyetor atau membayar, 
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dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau 
terhutang. Fiskus hanya mengawasi. 
3) Witholding tax system. Pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan 
wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemungutan dan atau 
pemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan,  
sebesar jumlah pajak yang terhutang (Marihot P. Siahaan, 2004: 22-
23). 
2. Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
a. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan 
Landasan Hukum PBB, adalah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 
Sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
b. Arti pajak bumi dan bangunan  
       Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang 
dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi 
dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya 
pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan 
atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut 
menentukan besarnya pajak (www.pajak.go.id). 
       Rochmat Soemitro memberikan pengertian dari pajak bumi dan 
bangunan sebagai berikut : ” Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang 
dikenakan atas harta tidak bergerak, maka yang dipentingkan adalah 
obyeknya dan oleh karena itu keadaan status orang atau badan yang 
dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak” 
(Rochmat Soemitro, 1989: 5). 
       Menurut Mardiasmo, memberikan pengertian di bawah ini :  
Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pajak bumi dan bangunan 
terdiri atas pajak terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah 
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi 
tanah dan perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan 
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adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan 
tempat yang diusahakan (Mardiasmo, 1995: 91).  
 
       Menurut Erly Suandy yang dimaksud pajak bumi dan bangunan 
adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang 
ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. 
Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak 
(Erly Suandy, 2002 : 64). 
       Menurut Suharno, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada 
daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam 
kelompok penerimaan bagi hasil pajak (Suharno, 2003: 32). 
       Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara 
yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau 
bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-
masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. 
c. Subyek pajak bumi dan bangunan  
       Subyek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
orang pribadi atau badan yang secara nyata: 
1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; 
2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; 
3) Memiliki bangunan, dan atau;  
4) Menguasai bangunan, dan atau; 
5) Memperoleh manfaat atas bangunan. 
       Menurut ketentuan undang-undang, Wajib Pajak adalah Subyek Pajak 
yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian maka yang 
wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukan saja pemilik tanah dan 
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atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan 
tanah dan atau bangunan misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi 
(Marihot P. Siahaan, 2004: 154). 
d. Obyek pajak bumi dan bangunan   
       Obyek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 
UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
Pasal 2 
1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan. 
2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
oleh Menteri Keuangan. 
Pasal 3 
1) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan adalah objek pajak 
yang : 
a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu; 
c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu hak; 
d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; 
e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah. 
3) Besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi-
tingginya sebesar Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. 
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4) Penyesuaian besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri 
keuangan. 
e. Dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan 
       Menurut Azhari, kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan ada 
empat asas utama yang harus diperhatikan, yaitu: 
1) Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat 
dilaksanakan. 
2) Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib 
pajak. 
3) Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan 
peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan 
dan hukum. 
4) Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah 
maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung 
pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Suharno, 2003: 3). 
f.  Tarif  pajak bumi dan bangunan 
       Besarnya  tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5% dari Nilai Jual 
Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan. Tarif (setengah persen) 0.5% merupakan tarif pajak tunggal 
yang berlaku sama untuk semua jenis obyek pajak (persawahan, 
perkantoran, perkebunan, industri, dan sebagainya) diseluruh Indonesia. 
       Dimana Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) besarnya 
presentasenya sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 
Tahun 2002 Tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan PBB 
adalah sebagai berikut : 
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1) Objek pajak perkebunan adalah 40% 
2) Objek pajak kehutanan adalah 40% 
3) Objek pajak pertambangan adalah 40% 
4) Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) dengan ketentuan 
apabila NJOP nya > Rp 1.000.000.000,- adalah 40% dan apabila NJOP 
nya < Rp 1.000.000.000,- adalah 20% 
g.  System pemungutan pajak bumi dan bangunan  
1) Official assessment system, diterapkan dalam hal pelunasan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga diterapkan dalam penentuan 
besarnya PBB, dimana Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) akan 
mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang 
terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung 
sendiri, Tetapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran 
Pajak Terutang ( SPPT ) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat 
objek pajak tersebut terdaftar. 
2) Self assessment system contohnya diterapkan dalam kegiatan 
menyerahkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan dalam hal 
pengisian SPOP  
(http://www.detikfinance.com/seputar-sistem-pemungutan-pajak-
indonesia). 
h. Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan 
1) Penentuan obyek pajak 
       Penentuan Obyek Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 Pasal 9 dan 10, adalah sebagai berikut : 
Pasal 9 :  
a) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek 
pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak. 
b) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak 
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yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-
lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan 
Obyek Pajak oleh subyek pajak. 
c) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh 
menteri keuangan. 
Pasal 10 :  
a) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). 
b) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 
dalam hal-hal sebagai berikut : 
(1) Apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana 
ditentukan dalam surat teguran. 
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah pajak yeng terhutang lebih besar dari jumlah 
pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek 
Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. 
c) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak 
ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari 
pokok pajak. 
d) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah pokok 
selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung 
berdasarkan Surat Pemberitahuan Oyek Pajak ditambah denda 
administrasi ditambah 25% dari selisih pajak yang terhutang. 
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2) Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 
       Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang PBB, adalah sebagai 
berikut : 
a) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 
b) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1, ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali 
untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan 
daerahnya. 
c) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang 
ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setingi-tingginya 100% 
dari nilai jual obyek Pajak. 
d) Besarnya prosentase nilai jual kena pajak sebagai mana dimaksud 
dalam ayat 3, ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan 
memperhaikan kondisi ekonomi masyarakat. 
3) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
       Tata cara pembayaran PBB diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1994 Tentang PBB, adalah sebagai berikut : 
a) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus 
dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak. 
b) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4) harus 
dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya 
Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak. 
c) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak 
dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 
2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan 
hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. 
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d) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah 
dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih 
dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-
lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak 
oleh wajib pajak. 
e) Pajak yang terhutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan 
tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
f) Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan. 
i. Sistem pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
       Untuk memudahkan pelaksanaannya, administrasi pajak bumi dan 
bangunan mengelompokkan obyek pajak berdasarkan karakteristiknya 
dalam beberapa sektor yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. 
1) Sektor pedesaan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan dalam suatu 
wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan, seperti : sawah, ladang, 
empang, dan lain-lain. 
2) Sektor perkotaan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan dalam suatu 
wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah perkotaan, seperti : 
pemukiman elit, real estate, komplek, pertokoan, industri, 
perdagangan, dan jasa. 
3) Sektor perkebunan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan yang 
diusahakan oleh badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta. 
4) Sektor perhutanan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan di bidang 
usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti : kayu 
tebangan, rotan, damar, dan lain-lainnya. 
5) Sektor pertambangan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan dibidang 
usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang, seperti : emas, 




3. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan 
a. Hak dan kewajiban perpajakan secara umum 
1) Fiskus 
       Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan 
pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam 
melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha 
sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi 
dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Serta memberikan bimbingan, 
penerangan, penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak 
mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 
Dapat dikatakan tentang hak dan kewajiban fiskus dalam hal 
pelayanan terhadap wajib pajak secara umum dapat dirinci di dalam 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti berikut : 
a) Berhak meminta keterangan atau data pendukung dalam 
memberikan informasi perpajakan dan meminta kelengkapan yang 
dipersyaratkan, 
b) Fiskus berhak melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap 
Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan tersebut 
dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap 
Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak 
c) fiskus berhak menerbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat 
mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, 
atau nihil. 
d) fiskus dapat melakukan tindakan penagihan yang dimulai dengan 
Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. 
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e) fiskus berhak melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta wajib 
pajak yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/ belum 
dibayar  
f) Memberikan formulir perpajakan yang diperlukan wajib pajak saat 
itu juga, 
g) Menerbitkan surat keputusan atas permohonan wajib pajak 
(http://pajak.ws/data/BUKU%20HAK%20DAN%20KEWAJIBAN
%20WAJIB%20PAJAK ). 
2) Wajib Pajak 
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke 
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau 
kedudukan Wajib Pajak. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan 
sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. 
Kewajiban wajib pajak pada umumnya meliputi : 
a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak,  
b) Mengambil sendiri, mengisi dan memasukkan SPPT ke KPP 
Pratama tepat pada waktunya,  
c) Menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar, 
d) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,  
e) Jika diperiksa harus memberikan keterangan yang diperlukan dan 
memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan, 
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan termasuk 
memasukki ruangan ruangan atau tempat yang dipandang perlu.  
Mengenai hak dari wajib pajak secara umum adalah memperoleh 
bimbingan, penerangan, dan pelayanan yang baik dari Fiskus, serta 
memperoleh jaminan hukum terhadap rahasia perusahaan atau rahasia 





b. Hak dan kewajiban dalam bidang PBB  
1) Fiskus 
Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang hak 
dan kewajiban Fiskus dalam bidang PBB dapat dirinci antara lain 
sebagai berikut : 
a) Meminta data atau keterangan pendukung dalam memberikan 
informasi perpajakan khususnya PBB, serta wajib memberikan 
kepada wajib pajak berupa informasi yang dibutuhkan wajib pajak 
baik secara lisan maupun tertulis, 
b) Dalam hal pelayanan pendaftaran obyek pajak baru berhak 
meminta kelengkapan yang dipersyaratkan serta berkewajiban 
memberikan pelayanan pendaftaran Obyek Pajak Baru dan 
memberikan SPPT, 
c) Dalam pelayanan mutasi obyek atau subyek pajak bumi dan 
bangunan berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan dan 
wajib memberikan dan memproses pelayanan permohonan mutasi 
memberikan SPPT, 
d) Memberikan dan memproses pelayanan pembetulan SPPT 
e) Dalam hal pelayanan permohonan keberatan PBB, banding, 
pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran berhak 
meminta kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib menerimanya 
serta memberikan jawaban atas permohonan tersebut diatas ( 
Machfud Sidik, 1999: 96-103).  
2) Wajib Pajak 
Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang hak 
dan kewajiban Wajib Pajak dalam bidang PBB dapat dirinci antara lain 
sebagai berikut : 
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a) Mendapatkan informasi di bidang perpajakan khusunya PBB serta 
wajib memberikan keterangan atau data pendukung yang 
diperlukan untuk mendapatkan infomasi yang dimaksud, 
b) Memperoleh pelayanan pendaftaran obyek PBB baru serta 
memperoleh  dan menerima SPPT, 
c) Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta 
ditandatangani, 
d) Mendapatkan pelayanan mutasi obyek atau subyek pajak dan wajib 
mengajukan permohonan tertulis, 
e) Memperoleh pelayanan pembetulan menerima Surat Keputusan 
Penyelesaian Pembetulan dan wajib mengajukan permohonan 
tertulis, 
f) Berhak mengajukan permohonan keberatan PBB dan mendapat 
jawaban atas pengajuan keberatan serta wajib mengajukan 
permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan 
yang jelas, 
g) Berhak mengajukan permohonan banding PBB paling lambat 3 
bulan setelah diterimanya Keputusan Surat Keberatan dan 
menerima jawaban atas permohonan banding serta wajib 
mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 3 bulan 
setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan, 
h) Berhak mengajukan permohonan pengurangan dan mendapat 
jawaban atas pengajuan pengurangan PBB serta wajib mengajukan 
permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sejak diterimanya 
SPPT,  
i) Memperoleh jawaban atas permohonan pengembalian kelebihan 





4. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 
a. Arti administrasi pajak secara umum 
       Kata administrasi itu sendiri dapat dikatakan beraneka ragam dan 
berada dimana saja dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat. 
Apalagi kehidupan masyarakat sekarang yang semakin banyak 
kebutuhannya dalam rangka mencukupi kehidupan yang sejahtera seperti 
halnya ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan sebagainya. Hubungan dekat 
administrasi, dan hukum tidak dapat dihindari dalam kehidupan bernegara.  
       Administrasi adalah pengejawantahan pelaksanaan kebijakan-
kebijakan kedalam hal-hal yang dapat diukur dan dilihat. Sedangkan 
hukum adalah penciptaan prinsip-prinsip, doktrin-doktrin dan ketentuan-
ketentuan oleh aparat resmi untuk menetapkan kebijakan, hak-hak, dan 
kewajiban sebagai bimbingan terhadap sikap, tingkah laku dan perbuatan 
manusia. Dari uraian tersebut Marshall E. Dimock memandang 
administrasi adalah sebagai pengejawantahan yang  menjadi suatu produk 
yang terukur dan dapat dilihat. Oleh karena itu disini diharapkan hukum 
akan dapat mengawasi pelaksanaan administrasi sedemikian rupa sehingga 
administrator tidak berkembang menjadi doktriner dan berpusat kepada 
diri sendiri (Marshall E.Dimock, 1986: 106). 
       Berbagai pengertian administrasi secara umum diatas, maka dapat 
diperoleh pengertian administrasi Pajak adalah administrasi hukum atau 
legal administration, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah 
bagaimana ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum 
formal perpajakan, disini  administrasi pajak adalah merupakan instrumen 
dari ketentuan formal  perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini 
administrasi pajak memiliki posisi  yang sangat penting, tidak hanya pada 
pelayanan, pengawasan, dan pembinaan  namun juga menyangkut hak-hak 
wajib pajak yang yakin benar bahwa pelaksanaan kewajiban 
perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik. Oleh karena itu 
administrasi pajak sebagai instrumen pelaksanaan hukum  formal haruslah 
disusun dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga mampu  meningkatkan 
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citra Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak  sebagai kantor 
yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak, demikian pula 
mampu meningkatkan motivasi wajib pajak di dalam pelaksanaan  
kewajiban perpajakan.  
b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 
1) Pendataan 
Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, 
melengkapi, dan menatausahakan data obyek dan subyek sebagai salah 
satu bahan untuk menetapkan besarnya PBB terutang. 
2) Penilaian 
Penilaian adalah kegiatan menghitung nilai jual bumi dan bangunan 
secara merata dan seadil mungkin berdasarkan karakteristik obyek 
pajak dan sesuai dengan nilai jualnya.  
3) Pengenaan 
Pengenaan adalah kegiatan perhitungan, penetapan dan pembebanan 
pajak terutang dengan unsure poko didalmnya yaitu tariff, Nilai Jual 
Kena Obyek (NJKP), Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP), dan tata cara perhitungannya. 
4) Penerimaan dan penagihan 
Penerimaan adalah kegiatan administrasi PBB yang berkaitan dengan 
pembayaran, pemungutan, penyetoran, penagihan, pelimpahan, dan 
pembagian hasil penerimaan PBB. Sedangkan penagihan adalah  
serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,melaksanakan 
penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 
5) Keberatan dan pengurangan 
       Keberatan terjadi karena : 
a) Dalam hal Wajib Pajak merasa SPPT atau SKP tidak sesuai dengan 
keadaan sebenarnya, mengenai luas Objek Pajak Bumi dan atau 
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Bangunan; klasifikasi Objek Pajak Bumi dan atau Bangunan; 
penetapan atau pengenaan. 
b) Perbedaan penafsiran Undang–undang antara Wajib Pajak dan 
Fiskus, antara lain Penetapan Subyek Pajak sebagai Wajib Pajak; 
Objek Pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB; Penerapan 
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP); Penetapan saat pajak terutang 
Tanggal jatuh tempo. 
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian 
keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal : 
a) Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu 
Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau 
karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu Objek Pajak berupa 
lahan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan yang 
hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau 
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi; Objek Pajak yang 
dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang 
pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat 
akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan; 
Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata 
berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit 
dipenuhi; Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau 
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi; Objek Pajak 
yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak 
veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan; 
Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib 
Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas 
yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi 
kewajiban rutin perusahaan; 
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b) Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang 
terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung 
meletus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa 
(kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman) 
(www.pajak.go.id). 
5. Tinjauan Umum Tentang Kinerja 
Arti Kinerja secara umum adalah hasil atau tingkat keberhasilan 
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan 
tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 
target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 
disepakati bersama. 
Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 
menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memliki derajat 
kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 
seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 
pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana 
mengerjakannya. 
Kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan karyawan atas tugas yang 
diberikan. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan 
tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja 
dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan 
baik, Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur 
kinerja individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan penilian kinerja individu, 
yakni tugas individu; perilaku individu; dan ciri individu . 
Sehubungan dengan itu, kinerja adalah kesediaan seseorang atau 
kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya 
sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika 
dikaitkan dengan performance sebagai kata benda di mana salah satu entrinya 
adalah hasil dari sesuatu pekerjaan, pengertian performance atau kinerja 
adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseoarng atau kelompok orang 
dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
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masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak 
melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika.  
Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi 
berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh 
keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Oleh karena itu, agar 
mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai keinginan yang 
tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Tanpa mengetahui 
ketiga faktor ini kinerja yang baik tidak akan tercapai. Dengan kata lain, 
kinerja individu dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan 
dan kemampuan. Kinerja individu dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan 
kerja itu sendiri adalah perasaan individu terhadap pekerjaannya. Perasaan ini 
berupa suatu hasil penilaian mengenai seberapa jauh pekerjaannya secara 
keseluruhan mampu memuaskan kebutuhannya. 
Kepuasan tersebut berhubungan dengan faktor-faktor individu, yakni: 
kepribadian seperti aktualisasi diri, kemampuan menghadapi tantangan, 
kemampuan menghadapi tekanan, status dan senioritas, makin tinggi hierarkis 
di dalam perusahaan lebih mudah individu tersebut untuk puas; kecocokan 
dengan minat, semakin cocok minat individu semakin tinggi kepuasan 
kerjanya; kepuasan individu dalam hidupnya, yaitu individu yang mempunyai 
kepuasan yang tinggi terhadap elemen-elemen kehidupannya yang tidak 
berhubungan dengan kerja, biasanya akan mempunyai kepuasan kerja yang 
tinggi (http://ronawajah.wordpress.com/2007/05/29/kinerja-apa-itu/).  
Dalam melakukan suatu kinerja agar mencapai kinerja yang baik dan 
positif harus bisa berpedoman terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam Good 
Governance (system pemerintahan yang baik). Dimana suatu kinerja 
diharapkan menerapkan karakteristik prinsip good governance antara lain 
tegaknya supremasi hukum, transparasi, peduli dan stakeholder, efektifitas dan 
efisiensi, dan akuntabilitas. Seperti yang tercantum dalam jurnal yang 
dikeluarkan oleh Mr Yap Kioe Sheng : “Good governance has 8 major 
characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, 
transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and 
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follows the rule of law, It assures that corruption is minimized” (Mr Yap Kioe 
Sheng,1992:1). Dapat diartikan pemerintahan yang baik memiliki 8 
karakteristik yaitu partisipasi, aturan hukum, konsensus berorientasi, 
kesetaraan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsive, 
ini meyakinkan bahwa korupsi dapat dikurangi. Selain itu juga dalam jurnal 
yang dikeluarkan Roy Kelly : “To introduce new local tax regulations guided 
by such broad principles as revenue adequacy, efficiency, equity, and 
administration feasibility“ (Roy Kelly, 2004: 2). Dalam memperkenalkan 
peraturan perpajakan yang baru dipandu oleh semacam prinsip-prinsip guna 
menyetarakan biaya pengeluaran pemerintah yaitu secara efisien, seimbang, 
dan kemudahan dalam administrasi.  
Semua prinsip Good Governance tersebut sebagai alat penguji dalam 
Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia. Pembangunan itu sendiri 
adalah proses perubahan yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan 
terjadi pergeseran peran stakeholders termasuk peran pemerintah, swasta dan 
masyarakat. Fungsi peran yang telah ditetapkan perlu selalu dikaji ulang, agar 
fungsi peran dan peranan yang dilaksanakan memberikan konstribusi yang 
lebih berarti bagi stakeholders lain maupun pada proses pembangunan sesuai 
dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam prinsip-prinsip good 
governance. Studi tentang pelaksanaan good governane di setiap kota atau 
kabupaten yang melibatkan peran dan peranan Pemerintah, swasta dan 
masyarakat akan memberikan implikasi yang sangat bermakna terhadap upaya 
peningkatan kondisi good governance. 
Upaya mewujudkan good governance di Indonesia merupakan suatu 
prioritas dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat, bangsa, dan 
negara yang lebih sejahtera, jauh dari korupi, kolusi, dan nepotisme, karena 
dalam kenyataannya masyarakat masih jauh dari hidup layak, korupsi masih 
meraja lela. Namun demikian perjuangan dalam menciptakan pemerintahan 
yang bersih tidak boleh berhenti, harus tetap dilanjutkan dan diupayakan 
semaksimal mungkin hingga suatu saat akan dirasakan begitu bermatabatnya 
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bangsa yang memiliki komitmen, tanggung jawab, dan harga diri dalam 
melakukan system kinerja yang positif (Riza Nizarli, 2006: 6).   
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan 
serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan 
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan 
legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 
berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab 
serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah 
dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme 
yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan 
akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan good governance yaitu: 
mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama 
pemberdayaan masyarakat, memperbaiki internal rules dan mekanisme 
pengendalian, dan membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan 
terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut 
saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas 
pengelolaan pemerintahan daerah (Mardiasmo, Mei 2006 : 3). 
Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 
1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut 
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan 
didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing 







B. Kerangka Pemikiran 
Dalam rangka untuk memberi kemudahan dalam melakukan penelitian, 
berikut ini penulis menyusun gambaran sekilas melalui sebuah diagram yang 
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Berdasarkan diagram di atas, kita dapat melihat bahwa dasar dari 
penelitian ini berawal dari Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku 
bangsa yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga dalam 
mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini sangatlah wajar 
mengalami kesulitan. Keberhasilan suatu bangsa yaitu tercipta dalam tujuan 
pembangunan nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat 
memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk 
pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha 
untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Dimana 
pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan 
peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi 
pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah. Pajak yang dimaksud 
disini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan 
bumi dan bangunan. Dalam PBB wilayah kerja yang merupakan sumber 
penerimaan pajak paling besar di Kabupaten Klaten yaitu dari dua aspek 
sektor wilayah yang menjadi lahan target penarikan pajak yaitu sektor 
pedesaan dan sektor perkotaan saja, karena secara geografis, wilayah kerja di 
Kabupaten Klaten ini didominasi oleh tanah-tanah pedesaan serta rumah-
rumah penduduk baik di pedesaan ataupun di perkotaan. 
Dalam PBB perlu didukung dan dijalankan oleh pihak fiskus dan para 
wajib pajak itu sendiri. Kedua pihak di atas sangat berperan dalam 
pemungutan pajak untuk menjalankan fungsinya perlu mengetahui dengan 
jelas hak-hak dan kewajiban masing-masing dan selanjutnya menerapkannya 
dalam praktek. Dimana dalam menjalankan hak dan kewajiban diharapkan 
baik fiskus maupun wajib pajak harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu peran dari fiskus yaitu 
dalam hal pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan 
wajib pajak berperan penting yaitu melaksanakan kewajibannya untuk 
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membayar pajak dengan tepat waktu. Hak dan kewajiban masing-masing 
kedua pihak tersebut dilakukan guna untuk memenuhi tertib administrasi dan 
untuk mencapai suatu kinerja yang positif demi tercapainya tujuan pajak yang 
merupakan sumber penerimaan negara yang potensial. 
Perolehan dalam pembayaran PBB yang sesuai dengan target dan waktu 
dapat dijadikan alat ukur terhadap kinerja pengelolaan pajak oleh KPP 
Pratama Klaten dalam arti proses pemungutan dan hasilnya. Didalam 
pelaksanaan pemungutan yang dilakukan KPP Pratama Klaten tersebut baik 
untuk fiskus atau wajib pajak sendiri tentu akan mengalami berbagai 
hambatan-hambatan tersendiri. Hal ini wajar karena mereka berada dipihak 
yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan berbagai solusi-solusi 
yang diharapkan agar masalah-masalah dan hambatan-hambatan tersebut 





















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten telah melayani masyarakat di 
wilayah kerja Kabupaten Klaten selama kurang lebih 26 tahun. Pada awalnya 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten bernama Kantor IPEDA (Iuran 
Pembangunan Daerah) yang mempunyai sebuah gedung bertingkat baru yang 
terletak di Kabupaten atau Kota Klaten tepatnya di jalan Veteran No.82 
Bareng Lor Klaten dengan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 11 
Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Kemudian diganti 
dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas dasar tujuan 
agar pengelolaan PBB sebagai salah satu iman bagi pembangunan daerah dan 
dapat lebih terencana dengan baik. KPP BB Klaten pada saat itu membawahi 3 
(tiga) daerah kerja, yaitu : 
a. Wilayah Kabupaten Klaten 
b. Wilayah Kabupaten Sukoharjo 
c. Wilayah Kabupaten Wonogiri 
Pada tanggal 4 November 2007 sampai saat ini KPP BB berubah nama 
menjadi KPP Pratama Klaten yang merupakan gabungan dari KPP yng 
berlokasi di jalan Kopral Sayom (ring road) Klaten dengan KPP BB Klaten 
dan dilebur. Sehingga semua pengurusan pajak ditangani di satu kantor yaitu 
bertempat di tempat KPP BB yang lama. KPP Pratama Klaten mempunyai 
wilayah kerja 26 Kecamatan di seluruh Kabupaten Klaten. Sedangkan yang 
semula jadi KPP itu sekarang ini berubah nama menjadi Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Sukoharjo yang membawahi 2 (dua) wilayah kerja yaitu 
Wilayah Kerja Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri. 
 
39 
2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Klaten 
Secara umum tugas pokok KPP Pratama Klaten adalah melaksanakan 
kegiatan operasional dalam bidang perpajakan kepada masyarakat atau wajib 
pajak di wilayah kerja KPP Pratama Klaten berdasarkan kebijakan teknis yang 
telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Wilayah 
DJP Jawa Tengah II. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 
161/KMK. 1/2005 dan 162/KMK.1/2005 Tanggal 7 Juni 2005 disebutkan 
bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas pula dalam 
pelayanan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemeriksaan dan 
Penyidikan Pajak. 
Dalam menjalankan tugasnya, KPP menyelenggarakan fungsi : 
a. Percepatan pelayanan kepada wajib pajak. 
b. Intensifikasi, Ekstensifikasi, penagihan, dan pengawasan administrasi PPh. 
c. Intensifikasi, Ekstensifikasi, penagihan, dan pengawasan administrasi PPN 
dan PTLL. 
d. Intensifikasi, Ekstensifikasi, penagihan PBB dan BPHTB. 
e. Pemeriksaan dan penyidikan pajak. 
f. Pengamatan potensi pajak dan penyuluhan pajak kepada masyarakat. 
Mengenai tujuan KPP Pratama Klaten secara umum bersumber pada 
Penerimaan Dalam Negeri itu harus menjadi sumber utama apabila 
kemandirian pembiayaan negara yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia 
benar-benar ingin direalisasikan. Untuk itu penerimaan pajak yang merupakan 
salah satu komponen Penerimaan Dalam Negeri harus ditingkatkan 
peranannya karena pajak merupakan sumber penerimaan utama yang 
merefleksikan praktek demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta 
rakyat dalam membiayai Negara dan Pemerintahannya. Dalam Rangka ini, 
DJP telah berupaya untuk terus meningkatkan peranan pajak yang menjadi 
tanggung jawabnya. Dengan demikian tujuan KPP Pratama mengacu pada 
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tujuan DJP, yaitu tercapainya kemandirian pembiayaan Negara dari sektor 
pajak guna mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Dimana 
tuuan tersebut merupakan implementasi atau penjabaran sesuatu yang akan 
dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun ke 
depan. Oleh karena itu sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, 
KPP Pratama Klaten memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut : 
a. Tujuan bidang kelembagaan : meningkatkan kinerja pegawai KPP Pratama 
Klaten. 
b. Tujuan bidang fiskal : menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah 
melalui pemungutan pajak. 
Dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan, maka dalam kaitannya tugas 
KPP Pratama Klaten yaitu melakukan kegiatan operasional Direktorat Jendral 
Pajak dibidang PBB dalam daerah wewenangnya berdasarkan yang ditetapkan 
Dirjen Pajak. Sedangkan fungsi KPP Pratama Klaten dalam bidang PBB yaitu 
antara lain : 
a. Pengolahan data. 
b. Pendapatan subjek dan objek dan penilaian PBB. 
c. Penetapan PBB. 
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, restitusi dan 
kompensasi PBB. 
e. Penyelesaiain keberatan, uraian banding pengurangan dan verifikasi atas 
permohonan keberatan, uraian banding dan pengurangan PBB. 
f. Pengurusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian dan keuangan. 
3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sebagai instansi vertikal 
dalam jajaran Direktorat Jenderal Pajak menetapkan visi yang mengacu pada 
visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu ” Menjadi Institusi pemerintah yang 
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, 
efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang 
tinggi ”. Visi disini menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas mengenai 
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sosok Organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang dicita-citakan dan ingin 
dicapai dimasa mendatang. 
Mengenai misi KPP Pratama Klaten juga mengacu dari misi Direktorat 
Jenderal Pajak adalah ” Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan 
undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian 
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sistem 
Administrasi perpajakan yang efektif dan efisien ”. Misi tersebut menjelaskan 
bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna 
menunjang pembiayaan pemerintah. 
4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Wilayah kerja KPP Pratama Klaten meliputi seluruh Kabupaten 
Klaten, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Kecamatan, yang mana 26 (dua 
puluh enam) kecamatan tersebut di tangani oleh 3 (tiga) seksi Pengawasan dan 
Konsultasi antara lain : 
a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, meliputi wilayah Kecamatan Cawas, 
Klaten Utara, Klaten Tengah, Jogonalan, Trucuk, Kali Kotes, Juwiring, 
Kemalang, Manis Renggo, Kebonarum. 
b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, meliputi wilayah Kecamatan 
Wonosari, Karangdowo, Karangnongko, Prambanan, Wedi, Bayat, 
Karanganom, Jatinom, Klaten Selatan, Kel/Desa Kabupaten, Kel/Desa 
Mojayan. 
c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, meliputi wilayah Kecamatan Ceper, 
Delanggu, Polanharjo, Tulung, Kel/Desa Barenglor, Gantiwarno, Kel/Desa 
Belang Wetan, Kel/Desa Gumulan, Pedan, Ngawen. 
5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri atas 2 (dua) orang atau 
lebih yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Struktur Organisasi di KPP Pratama Klaten tidak disusun dalam 
bagan, tetapi keseluruhannya dapat penulis peroleh dari Laporan Akuntabilitas 
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Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2008 pada Bab I Pendahuluan pada Sub 
bab tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi KPP Pratama Klaten halaman 
pertama yang terdiri atas Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian 
Umum, 9 (sembilan) Seksi serta 1 (satu) Kelompok Fungsional Pemeriksaan 
serta 1 (satu) Kelompok Fungsional Penilai PBB. Struktur Organisasi di KPP 
Pratama Klaten didukung oleh 80 pegawai. 
Kesembilan Seksi yang terdapat di KPP Pratama Klaten adalah : 
a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
b. Seksi Pelayanan 
c. Seksi Penagihan 
d. Seksi Pemeriksaan 
e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan konsultasi, tiap seksi 
Pengawasan dan Konsultasi dibantu oleh beberapa Account Representative 
(AR) yang melakukan tugas menurut wilayah masing-masing. 
Mengenai tugas dan fungsi wewenangnya dalam struktur organisasi 
KPP Pratama Klaten antara lain sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Tugas dan fungsi : 
1) Melakukan pengawasan kegiatan masing- masing seksi 
2) Memberikan petunjuk, saran dan pengarahan kepada bawahan  
Wewenang dan Tanggung Jawab :  
1) mengajukan rencana kerja Kantor Pelayanan PBB 
2) Melaksanakan tugas sesuai dengan laporan 
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3) Membagi tugas, mengawasi dan memberikan pengarahan tentang tugas 
kepada pegawai bawahan 
4) Bertanggung jawab atas penjatuhan hukuman disiplin pegawai 
bawahan. 
b. Sub Bagian Umum 
Tugas dan fungsinya melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata 
usaha, dan rumah tangga. 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengumpulan, pencarian, dan 
pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, pelayanan dukungan teknisi komputer, aplikasi e- SPT dan e 
Filing, serta penyiapan laporan kerja. 
d. Seksi Pelayanan 
Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 
penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan 
ekstensifikasi serta melakukan kerjasama perpajakan. 
e. Seksi Penagihan 
Tugas dan wewenangnya melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, 
penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 
penghapusan piutangpajak, serta penyimpanan dokumen penagihan. 
f. Seksi Pemeriksaan 
Menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan 
pemeriksaan, menerbitkan dan penyalurkan surat perintah pemeriksaan 
pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Melakukan pengawasan keputusan WP, bimbingan atau himbauan kepada 
WP dan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penyusunan profil WP, 
analisis kinerja WP, melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka 
melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding 
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h. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
Hanya ada di KPP Pratama, bertugas mengkoordinasi pelaksanaan dan 
penatausahaan, pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan 
subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. 
i. Kelompok Tenaga Fungsional Pajak Bumi dan Bangunan 
1) Terdiri dari sejumlah penilai PBB dalam jabatan fungsional sesuai 
dengan keahliannya. 
2) Dipimpin oleh penilai PBB paling senior yang ditunjuk oleh Dirjen 
Pajak. 
3) Jumlah penilai PBB ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 
4) Jenis dan jenjang penilai PBB diatur sesuai Undang-Undang yang 
berlaku 
Tugas dan Fungsinya melakukan kegiatan pendataan dan penilaian 
PBB. Sedangkan wewenang dan Tanggung Jawab yaitu mengajukan 
rencana kegiatan kelompok tenaga fungsional PBB dan bertanggung jawab 
atas kegiatan rencana kerja yang diajukan. Mengenai profil tentang lokasi 
penelitian diatas penulis peroleh dari hasil laporan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah tahun 2009 dan hasil wawancara kepada para pegawai 
KPP Pratama Klaten. 
B. PEMBAHASAN 
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan dilakukan oleh 
KPP Pratama Klaten dengan melakukan prosedur pemungutan yang terdiri 
atas beberapa kegiatan yaitu : 
a. Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan  
1) Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak 
        Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subyek pajak dengan 
cara mengambil formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) 
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yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan 
Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang dan dapat diambil secara 
gratis di KPP Pratama Klaten atau  tempat lain yang ditunjuk atau 
melalui teknologi internet dengan mencetak langsung dari 
www.pajak.go.id. Kemudian wajib pajak mengisi formulir SPOP 
tersebut secara jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu : 
a) Jelas, maksudnya penulisan data yang diminta dalam SPOP harus 
dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir 
yang dapat merugikan Negara atau Wajib Pajak sendiri. 
b) Benar, artinya data yang menyangkut luas tanah dan atau 
bangunan, tahun dan harga perolehan, letak tanah atau bangunan 
serta peruntukan atau penggunaannya, yang dilaporkan/dituliskan 
dalam SPOP harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
c) Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam SPOP, baik yang 
mencakup Subyek Pajak atau Wajib Pajak Maupun data tanah atau 
bangunan harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
Kemudian SPOP tersebut harus diberi tanggal pengisian SPOP dan 
ditandatangani oleh Wajib Pajak. 
d)  Tepat Waktu, artinya SPOP yang sudah diisi oleh Wajib Pajak 
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani harus 
dikembalikan ke KPP Pratama Klaten selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak.  
Setiap formulir SPOP tercantum kode formulir yang tertera di 
sebelah kiri bagian bawah yang berkode KP. PBB 1.1 / 95. Mengenai 
petunjuk pengisian formulir SPOP, WP di berikan penjelasan oleh 
pegawai pajak. Dimana WP mengisi pada bagian yang tidak diarsir, 
sedangkan bagian yang diarsir diisi oleh Petugas pajak Setelah di isi 
SPOP oleh Wajib Pajak harus dikembalikan ke KPP Pratama Klaten 
atau mengirimkannya melalui pos terdekat. Dalam pengembalian  
SPOP dilampiri bukti–bukti pendukung seperti sket atau denah objek 
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pajak, fotokopi KTP dan NPWP (bagi yang mempunyai NPWP), 
fotokopi sertifikat tanah, fotokopi akta jual beli tanah. Hasil dari SPOP 
itu KPP Pratama Klaten, kemudian menerbitkan SPPT mengenai 
besarnya pajak yang harus dibayar oleh WP. SPPT diisi oleh petugas 
pajak, kemudian diberikan kepada WP. SPPT ini digunakan untuk 
memberitahukan pada Wajib Pajak tentang pengenaan PBB yang 
didalamnya berisikan antara lain nama serta alamat Wajib Pajak, data 
mengenai Objek Pajak, besarnya pajak terutang, tempat pembayaran 
dan jatuh tempo pembayaran. 
2) Pendataan Obyek dan Subyek Pajak 
       Pendataan dilaksanakan oleh KPP Pratama Klaten dengan 
menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang–kurangnya 
untuk satu wilayah  administrasi desa atau kelurahan. Pendataan dapat 
dilakukan dengan cara : 
a) Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP : dilaksanakan 
pada daerah atau wilayah yang pada umumnya belum atau tidak 
mempunya peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil. 
Kegiatan ini dilakukan oleh petugas KPP Pratama Klaten dengan 
bekerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah Klaten dengan cara 
menyampaikan SPOP kepada para Wajib Pajak serta memantau 
dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan ditandatangani 
oleh para Wajib Pajak untuk digunakan sebagai bahan penetapan 
besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
b) Identifikasi objek pajak (OP) : dilaksanakan pada daerah atau 
wilayah yang sudah mempunyai peta garis atau peta foto yang 
dapat menentukan posisi relatif OP tetapi tidak mempunyai data 
administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh petugas KPP Pratama Klaten bersama aparat 
Pemda Klaten atau dilaksanakan oleh pihak ketiga (dikontrakan) 
dengan cara mencocokan informasi grafis yang ada pada Peta 
Kerja dengan keadaan obyek PBB dilapangan. 
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c) Verifikasi objek pajak : dilaksanakan pada daerah atau wilayah 
yang sudah mempunyai peta garis atau peta foto yang dapat 
menentukan posisi relatif OP dan mempunyai data administrasi 
PBB tiga tahun terakhir secara lengkap. Kegiatan ini dilaksanakan 
oleh petugas KPP Pratama Klaten dengan bekerjasama dengan 
aparat Pemerintah Daerah dengan cara mencocokan data Obyek 
dan Subyek PBB yang telah terdaftar pada administrasi PBB 
dengan keadaan Obyek dan Subyek PBB yang sebenarnya di 
lapangan, untuk dipergunakan sebagai bahan penetapan besarnya 
pajak terhutang. 
d) Pengukuran bidang objek pajak : dilaksanakan pada daerah atau 
wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa atau kelurahan dan 
atau peta garis atau peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk 
menentukan posisi relatif OP. 
       Secara normatif dalam hal pengisian dan pengembalian SPOP di 
KPP Pratama Klaten ada ketentuan bahwa barang siapa karena 
kealpaannya : 
a) Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada 
Direktorat Jenderal Pajak; 
b) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap 
dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga 
menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana  
kurungan selama–lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi–
tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. 
Serta barang siapa dengan sengaja :  
a) Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada 
Direktorat   Jenderal Pajak; 
b) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap 
dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar; 
c) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain 
yang palsu atau dipalsukan seolah–olah benar; 
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d) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau 
dokumen lainnya; 
e) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan 
yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara , 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau 
denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang. 
b. Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Salah satu tahapan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. KPP Pratama Klaten dalam 
pengenaan PBB melakukan pengklasifikasian NJOP. Pada tahap ini 
dilakukan untuk memudahkan penghitungan PBB yang terutang. Atas 
suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui 
pengelompokkan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual kena Pajak (NJKP). 
Pengelompokkan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut disebut dengan 
klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan. Pengklasifikasi tanah atau bumi 
yang digunakan dasar pengenaan PBB oleh KPP Pratama Klaten diatur 
dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP 
Sebagai Dasar Pengenaan PBB sebagai berikut : 
1) Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bumi kelompok A 
 Golongan ini untuk tanah yang berada di wilayah pedesaan. Nilai kelas 
tanah golongan A dibagi menjadi 50 kelas yaitu kelas A.01 sampai 
dengan A.50. 
2) Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bumi kelompok B 
 Golongan ini untuk tanah yang berada di wilayah perkotaan. Nilai 
kelas tanah golongan B dibagi menjadi 50 kelas yaitu kelas B.01 
sampai dengan B.50, sedangkan pengklasifikasi bangunan sebagai 
berikut : 
1) Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan 
kelompok A. Golongan ini untuk bangunan yang berada di wilayah 
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perdesaan. Nilai kelas bangunan golongan A dibagi menjadi 20 kelas 
yaitu kelas A.01 sampai dengan A.20. 
2) Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan 
kelompok B  
Golongan ini untuk bangunan yang berada di wilayah perkotaan. Nilai 
kelas bangunan golongan B dibagi menjadi 20 kelas yaitu kelas B.01 
sampai dengan B.20. 
       Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 
Tabel. I 
Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bumi kelompok A 
Kelas Penggolongan, nilai Jual Permukaan Bumi 
(Tanah ) 
( Rp/m2 ) 
Nilai Jual 
( Rp / m2 ) 


















> 3.000.000 s/d 3.200.000 
> 2.850.000 s/d 3.000.000 
> 2.708.000  s/d 2.850.000 
>2.573 .000 s/d2.708 .000 
>2.444 .000  s/d 2.573.000 
> 2.261 .000 s/d 2.444.000 
> 2.091.000  s/d 2.261.000 
> 1.934.000 s/d 2.091.000 
> 1.789 .000  s/d 1.934.000 
> 1.665.000 s/d 1.789.000 
> 1.490.000  s/d 1.665.000 
> 1.341.000 s/d 1.490.000 
> 1.207.000  s/d 1.341.000 
> 1.086.000 s/d 1.207.000 
> 977.000  s/d 1.086.000 
> 855.000 s/d 977.000 


















































> 655.000 s/d 748.000 
> 573.000  s/d 655.000 
> 501.000 s/d 573.000 
> 426.000  s/d 501.000 
> 362.000 s/d 426.000 
> 308.000  s/d 362.000 
> 262.000 s/d 308.000 
> 223.000  s/d 262.000 
> 178.000 s/d 223.000 
> 142.000  s/d 178.000 
> 114.000 s/d 142.000 
> 91.000  s/d 114.000 
> 73.000 s/d 91.000 
> 55.000  s/d 73.000 
> 41.000 s/d 55.000 
> 31.000  s/d 41.000 
> 23.000 s/d 31.000 
> 17.000  s/d 23.000 
> 12.000 s/d 17.000 
> 8.400  s/d 12.000 
> 5.900 s/d 8.400 
> 4.100  s/d 5.900 
>2 .900 s/d 4.100 
> 2.000  s/d 2.900 
> 1.400 s/d 2.000 
> 1.050  s/d 1.400 
> 760 s/d 1.050 
> 550  s/d 760 
> 410 s/d 550 
> 310  s/d 410 









































Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bumi kelompok B 
Kelas Penggolongan, Nilai Jual Permukaan ( bumi ) 
( Rp/m2 ) 
Nilai Jual 
( Rp / m2 ) 
























> 67.390.000  s/d 69.700.000 
> 65.120.000 s/d 67.390.000 
> 62.890.000  s/d 65.120.000 
> 60.700.000 s/d 62.890.000 
> 58.550.000  s/d 60.700.000 
> 56.440.000 s/d 58.550.000 
> 54.370.000  s/d 56.440.000 
> 52.340.000 s/d 54.370.000 
> 50.350.000  s/d 52.340.000 
> 48.400.000 s/d 50.350.000 
> 46.490.000  s/d 48.400.000 
> 44.620.000 s/d 46.490.000 
> 42.790.000  s/d 44.620.000 
> 44.000.000 s/d 42.790.000 
> 39.250.000  s/d 44.000.000 
> 37.540.000 s/d 39.250.000 
> 35.870.000  s/d 37.540.000 
> 34.240.000 s/d 35.870.000 
> 32.650.000  s/d 34.240.000 
> 31.000.000 s/d 32.650.000 
> 29.590.000  s/d 31.100.000 
> 28.120.000 s/d 29.590.000 





















































> 25.300.000 s/d 26.690.000 
> 23.950.000  s/d 25.300.000 
> 22.640.000 s/d 23.950.000 
> 21.370.000  s/d 22.640.000 
> 20.140.000 s/d 21.370.000 
> 18.950.000  s/d 20.140.000 
> 17.800.000 s/d 18.950.000 
> 16.690.000  s/d 17.800.000 
> 15.620.000 s/d 16.690.000 
> 14.590.000  s/d 15.620.000 
> 13.600.000 s/d 14.590.000 
> 12.650.000  s/d 13.600.000 
> 11.740.000 s/d 12.650.000 
> 10.870.000  s/d 11.740.000 
> 10.040.000 s/d 10.870.000 
> 9.250.000  s/d 10.040.000 
> 8.500.000 s/d 9.250.000 
> 7.790.000  s/d 8.500.000 
> 7.120.000 s/d 7.790.000 
> 6.490.000  s/d 7.120.000 
> 5.900.000 s/d 6.490.000 
> 5.350.000  s/d 5.900.000 
> 4.840.000 s/d 5.350.000 
> 4.370.000  s/d 4.840.000 
> 3.940.000 s/d 4.370.000 
> 3.550.000  s/d 3.940.000 



































Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan kelompok A 
Kelas Penggolongan, nilai Jual Bangunan 
( Rp/m2 ) 
Nilai Jual 
( Rp / m2 ) 






















> 1.034.000 s/d 1.366.000 
> 902.000 s/d 1.034.000 
> 744.000  s/d 902.000 
> 656.000 s/d 744.000 
> 534.000  s/d 656.000 
> 476.000s/d 534.000 
> 382.000 s/d 476.000 
> 348.000 s/d 382.000 
> 272.000 s/d 348.000 
> 256.000 s/d 272.000 
> 194.000 s/d 256.000 
> 188.000 s/d 194.000 
> 136.000 s/d 188.000 
> 128.000 s/d 136.000 
> 104.000 s/d 128.000 
> 92.000 s/d 104.000 
> 74.000 s/d 92.000 
> 68.000 s/d 74.000 






























Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan kelompok B 
Kelas Penggolongan, nilai Jual Bangunan 
( Rp/m2 ) 
Nilai Jual 
( Rp / M2 ) 





















> 14.700.000 s/d 15.800.000 
> 13.600.000 s/d 14.700.000 
> 12.550.000 s/d 13.600.000 
> 11.550.000 s/d 12.550.000 
>10.600.000  s/d 11.550.000 
> 9.700.000s/d 10.600.000 
>8.850.000 s/d 9.700.000 
> 8.050.000 s/d 8.850.000 
> 7.300.000 s/d 8.050.000 
> 6.600.000 s/d 7.300.000 
> 5.850.000 s/d 6.600.000 
> 5.150.000 s/d 5.850.000 
> 4.500.000 s/d 5.150.000 
> 3.900.000 s/d 4.500.000 
> 3.350.000 s/d 3.900.000 
> 2.850.000 s/d 3.350.000 
> 2.400.000 s/d 2.850.000 
> 2.000.000 s/d 2.400.000 
> 1.666.000 s/d 2.000.000 






















Sumber : brosur seri 10 PBB, Klasifikasi Bumi dan Bangunan serta 





c. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 
Dalam menghitung besarnya PBB, Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Klaten terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor antara 
lain : Tarif Pajak, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena Pajak 
(NJKP), Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan 
Rumus untuk menghitung PBB. Tarif pajak yang ditetapkan untuk PBB 
pada KPP Pratama Klaten adalah sebesar 0,5%. Penentuan Nilai Jual 
Obyek Pajak tanah dan bangunan KPP Pratama Klaten dilakukan dengan 
klasifikasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa 
tanah dan bangunan yaitu pengelompokan nilai jual rata-rata atas 
permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai 
pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan 
yang terutang. KPP Pratama Klaten menggunakan aturan pada Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998 tentang 
Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB. 
Mengenai penentuan besarnya prosentase Nilai Jual Kena Pajak 
(NJKP) pada obyek pajak di sektor pedesaan dan perkotaan ditetapkan 
oleh KPP Pratama Klaten apabila NJOP-nya lebih besar 1 Milyar adalah 
40%, sedangkan kalau kurang dari 1 milyar besarnya 20% dari NJOP. 
NJOPTKP KPP Pratama Klaten mulai tanggal 1 Januari Tahun 2001 untuk 
setiap daerah ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk tiap WP 
dan apabila WP mempunyai lebih dari satu obyek maka mendapatkan 
NJOPTKP hanya satu obyek yaitu yang nilainya paling tinggi. Dari 
beberapa ketetapan di atas rumus yang digunakan oleh KPP Pratama 








 Skema perhitungan PBB bisa digambarkan sebagai berikut : 
Luas tanah x NJOP      =    a 
Luas Bangunan x NJOP  =    b +  
NJOP sebagai dasar pengenaan     A 
NJOPTKP         c      _ 
NJOP untuk penghitungan PBB      B 
Perhitungan NJKP = Persentase NJKP x B = C 
Perhitungan PBB = Tarif Pajak (0,5%) x C 
Contoh : pada obyek perumahan, Tuan X mempunyai data Objek 
Pajak  sebagai berikut : Luas bumi 1000 m2 dengan nilai 
jual Rp 840.000,00/m2. nilai  jual tanah tersebut termasuk 
kelas A 17 dengan NJOP bumi Rp 802.000,-/m2, dan Luas 
Bangunan 400 m2 dengan nilai jual Rp 1.000.000/m2. nilai 
jual bangunan tersebut termasuk kelas A2 dengan NJOP 
bangunan Rp 968,-/m2. 
Maka besarnya PBB yang harus dibayar Tuan X dapat dihitung dengan 
cara sebagai berikut : 
Tanah 1000 x Rp 802.000,-   = Rp 802.000.000,00 
Bangunan 400 x Rp 968.000,-    = Rp 378.200.000,00  + 
NJOP sebagai dasar pengenaan   Rp 1. 189.200..000,00 
NJOPTKP                 Rp 12.000.000,00   _ 
NJOP untuk penghitungan PBB      Rp1.177.200.000,00 
Perhitungan NJKP  = 40% x Rp 1.177.200.000,00 
= Rp 470.880.000,00 
PBB yang terutang = 0,5% x Rp 470.880.000,00 
   = Rp 2.354.400,00  
Jadi PBB yang harus dibayar Tuan X sebesar Rp 2.354.400,00 
d. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
1) Tempat pembayaran PBB 
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       Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten tempat pembayaran 
PBB yang ditunjuk dapat dilakukan : 
a) Bank atau Kantor Pos atau Tempat Pembayaran yang tercantum 
pada SPPT atau STTS. Dimana tempat tersebut antara lain Badan 
Kredit Kecamatan (BKK) yang berada di setiap Kecamatan, BCA, 
BUKOPIN, BNI, MANDIRI atau Kantor Pos terdekat dimana 
Wajib Pajak bertempat tinggal. 
b) Kelurahan atau Desa yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Klaten melalui petugas pemungut yang berasal 
dari setiap Kecamatan setempat. 
c) Dapat pula melalui tempat Pembayaran Elektronik yaitu melalui 
ATM atau teller. Antara lain ATM dan Counter Teller Bank 
Bukopin, Internet banking, Phone Plus, ATM dan Teller BNI, 
Internet banking, dan ATM  BCA, Internet banking, SMS banking, 
Phone Banking ATM Mandiri. Melalui tempat pembayaran 
elektronik ini mempunyai manfaat dalam melayani pembayaran 
PBB atas objek pajak di seluruh Indonesia; tidak terikat pada hari 
kerja dan jam operasional bank untuk pembayaran PBB; terhindar 
dari antrian di bank pada saat pembayaran PBB. 
2) Cara pembayaran PBB 
       Cara yang digunakan oleh KPP Pratama Klaten yang melalui 
tempat pembayaran Bank atau kantor pos wajib pajak datang ke tempat 
tersebut yang berada di setiap Kecamatan yaitu BKK, kemudian BKK 
melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung dana 
pembayaran PBB kepada Bank Persepsi PBB yaitu BPD, kemudian 
melimpahkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak u.p. 
Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan. Kalau melalui 
Kelurahan, WP membayar PBB ke Kelurahan, setelah terkumpul dari 
Kelurahan disetorkan ke Petugas Pemungut, kemudian hasil 
pembayaran disetorkan ke tempat pembayaran (TP) yang ditunjuk 
yaitu BKK, dari BKK disetorkan ke BPD (Bank Operasional) sebagai 
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Bank Persepsi PBB. Kemudian disetorkan ke Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Pajak u.p. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan yang 
sebelumnya di rekam data dahulu di KPP Pratama Klaten. 
       Melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan oleh bank 
yang disebutkan di atas, Wajib Pajak membayar pajaknya dengan 
menggunakan ATM, kemudian pihak Bank mengolah rekening Wajib 
Pajak. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sah apabila 
jumlah uang dalam rekening Wajib Pajak yang ada pada Tempat 
Pembayaran Elektronik telah berhasil didebet dan dipindahkan ke 
rekening penampungan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada 
Tempat Pembayaran Elektonik. 
3) Bukti pembayaran 
       Wajib pajak mendapatkan bukti pembayaran pajak berupa Surat 
Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank atau Kantor Pos yang 
tercantum pada SPPT atau mendapatkan Tanda Terima Sementara 
(TTS) dari petugas pemungut PBB yang tempat pembayarannya di 
Kelurahan atau Desa yang ditunjuk resmi. STTS merupakan surat atau 
blangko pembayaran yang dijadikan bukti bahwa wajib pajak telah 
melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan. Kemudian Wajib Pajak 
memperoleh STTS dengan menukarkan TTS tersebut ke KPP Pratama 
Klaten. Setiap lembar STTS terdapat kode formulir yang berada 
disamping kiri untuk lembar Wajib Pajak, sedangkan 3 (tiga) lembar 
lainnya berada di sebelah kiri bagian bawah. Dimana kode tersebut 
adalah KPP.PBB. 5.2. yang diikuti untuk siapa lembar tersebut. STTS 
terdiri dari 4 (empat) lembar yaitu : 
a) Lembar  untuk Wajib Pajak, 
b) Lembar untuk Dipenda, 
c) Lembar untuk KPP Pratama Klaten, 
d) Lembar untuk Bank 
Pada formulir STTS terdapat rincian jumlah yang harus dibayar 
(termasuk denda 2% per bulannya) jika pembayarannya dilakukan 
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pada bulan ke (setelah tanggal jangka tempo) selama jangka waktu 24 
bulan, dan harus ada tanda terima dan cap Bank atau Pos. Sedangkan 
melalui pembayaran elektronik wajib pajak mendapatkan resi atau 
struk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya (sebagai bukti 
pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS 
dilakukan melalui fasilitas ATM atau fasilitas perbankan elektronik 
dianggap sah sebagai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) apabila 
telah dicantumkan 'approval code' yaitu bentuk pengesahan Direktur 
Jenderal Pajak atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang 
dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta 
diproses secara otomatis melalui data elektronik. 
Dari data yang penulis peroleh di atas secara normatif KPP Pratama 
Klaten dalam melakukan kegiatan pemungutan PBB secara administrasi sudah 
tertib administrasi sesuai dengan dasar hukum PBB yaitu Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1994 Tentang PBB. Dasar pemungutan yang dilakukan KPP 
Pratama Klaten sudah berasaskan sederhana, mudah dimengerti dan dapat 
dilaksanakan. Serta mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa 
pengenaan PBB diatur dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 
Tentang PBB dan peraturan atau ketentuan pemerintah berkekuatan hukum. 
Sesuai dengan syarat pemungutan pajak KPP Pratama Klaten sudah 
memenuhi syarat antara lain sebagai berikut : 
a. Syarat keadilan. Pemungutan PBB yang dilakukan oleh KPP Pratama 
Klaten sudah adil sesuai dengan tujuan hukum  yakni mencapai keadilan 
berdasarkan undang-undang dan perundang-undangan dalam mengenakan 
pajak secara umum yaitu besarnya pajak yang dikenakan kepada Wajib 
Pajak sesuai dengan obyek pajaknya dan penghitungannya sudah 
menggunakan rumus standar penghitungan PBB. Dalam arti siapa yang 
membayar itu tidak akan dapat mempengaruhi besarnya pajak. Serta adil 
dalam pelaksanannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak 
untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Klaten, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. 
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b. Syarat yuridis. Pemungutan PBB yang dilakukan oleh KPP Pratama 
Klaten sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang 
PBB. Hal ini KPP Pratama Klaten sudah memberikan jaminan hukum 
untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun para Wajib Pajak. 
c. Syarat finansial. Pemungutan PBB yang dilakukan KPP Pratama Klaten 
sudah efisien sesuai fungsi budgetair. Dijalankan dengan biaya 
pemungutan pajak dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil 
pemungutanya. Sehingga hasil dari penerimaan PBB dapat difungsikan 
untuk mengisi kas negara yaitu sebesar 10% sebagai penerimaan 
Pemerintah Pusat. Hasil pembagian penerimaan PBB termuat dalam PP 
Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Sistem pemungutan PBB yang dilakukan KPP Pratama Klaten 
sederhana. Dimana dengan sistem pemungutan pajak yang sederhana tersebut 
memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan. Dalam 
melakukan prosedur pemungutan pemungutan PBB secara teknis administrasi 
yang terkait dalam prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di KPP 
Pratama Klaten sebagai berikut : 
a. Administrasi Pendataan dan Penilaian (Pedanil) 
Bagian ini mendatangi wajib pajak untuk mendaftar Wajib Pajak dan 
mencatat data Objek Pajaknya (Tanah dan Bangunan) dengan mengisi 
formulir pendaftaran kemudian mengklasifikasikan Objek Pajak tersebut 
kemudian menentukan Nomor Objek Pajak dan menghitung Nilai Jual 
Objek Pajaknya. 
b. Administrasi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Bagian ini menerima NOP dari bagian Pedanil kemudian mencatat dan 
menerbitkan SPOP, dilanjutkan merekam dan mengentri data dari SPOP 
tersebut sehingga menghasilkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
(SPPT). Dan menerima data keberatan dan pengurangan dari bagian 
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pengurangan dan keberatan kemudian mengentri data tersebut dan 
mengeluarkan SPPT yang baru. SPOP dan SPPT sebagaimana terlampir.  
c. Administrasi Penetapan 
Bagian ini mendata SPPT dari bagian PDI kemudian melakukan 
penghitungan, penetapan dan pembebanan PBB terutang yang hasilnya 
dituangkan kedalam SPPT. Kemudian mengadministrasikan SPPT tersebut 
dan menyerahkan kepada Wajib Pajak. 
KPP Pratama Klaten dalam melakukan kegiatan administrasi sudah 
melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling 
mengoreksi satu dengan yang lainya sehingga dapat mengurangi adanya 
kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaannya  ada 
keterlibatan pihak lain yang berkepentingan, yaitu pihak atasan dalam 
mengotorisasi suatu dokumen perlu lebih teliti sehingga akan menjadi koreksi 
dan pengawasan yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
kesalahan, karena dalam pengenaan PBB melibatkan berbagai pihak sehingga 
perlu adanya koordinasi yang baik. Sebaik apapun sistem jika tidak 
dilaksanakan dan tidak adanya pengawasan dari pihak lain maka akan 
menimbulkan kecurangan.  
2. Penerimaan PBB di KPP Pratama Klaten Tahun 2009 
KPP Pratama Klaten telah menetapkan target untuk sumber 
penerimaan di bidang PBB pada Tahun 2009 yang didapat dari hasil Laporan 
Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2009 sebesar 
31.876.354.190. Penerimaan PBB di KPP Pratama Klaten untuk Tahun 2009, 
terakhir terhitung sampai bulan Desember minggu IV tahun 2009. berikut 
penulis paparkan perhitungannya. penerimaan PBB didapat dari 5 (lima) 
sektor, yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, serta 
pertambangan seperti yang dijabarkan berikut ini : 
Pokok ketetapan tahun 2009 dari penerimaan total Pajak Bumi dan 




Perdesaan  :  5.865.949.366 
Perkotaan  :  5.511.940.993 
Perkebunan :     268.222.190 
Perhutanan :       42.123.868 
Pertambangan :   18.076.885.328 
Total  :   29.765.121.745 
Selain itu total tunggakan yang terjadi dengan perincian sebagai 
berikut : 
Perdesaan  :    843.409.798 
Perkotaan  :    267.822.647 
Perkebunan : -   
Perhutanan : - 
Pertambangan : - 
Total   : 1.111.232.455 
Sumber : Rincian Pendapatan PBB dan BPHTB Kabupaten Klaten Tahun 
2009. 
Dari data yang ada serta hasil rincian diatas dapat dihitung besarnya 
penerimaan PBB pada tahun 2009 yaitu jumlah dari total pokok ketetapan dan 
total besarnya tunggakan, sehingga dapat diperoleh besarnya 30.876.354.200. 
Dalam Daftar Penerimaan dan Pembagian Hasil PBB di Kabupaten Klaten 
pada bulan Desember Tahun 2009 diperoleh penerimaan PBB sebesar 
30.874.408.819. Di KPP Pratama Klaten diperoleh jumlah pembayaran WP 
yang sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebesar sekian 29.254.162.010, yang 
membayar dengan melampaui tanggal jatuh tempo sebesar 1.617.301.428, dan 
WP yang belum membayar dan belum melunasi sebesar 1.945.381. 
Hasil realisasi penerimaan pada tahun 2009 di atas, dapat diketahui 
bahwa ternyata sumber penerimaan PBB yang diperoleh KPP Pratama Klaten 
yang paling besar jumlahnya diperoleh dari sektor pertambangan, yang kedua 
didapat dari sektor perdesaan dan sektor perkotaan, yang memang secara 
geografis, wilayah kerja KPP Pratama Klaten didominasi oleh tanah-tanah 
perdesaan dan perkotaan. Sedangkan untuk kedua sektor lainnya kurang 
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menghasilkan sumber penerimaan PBB bagi KPP Pratama Klaten, disebabkan 
oleh para wajib pajak hanya memiliki sedikit perkebunan serta jarangnya ada 
hutan di wilayah kerja Kabupaten Klaten.  
Tunggakan-tunggakan yang terjadi karena ada hambatan-hambatan 
tersendiri, sehingga dapat mempengaruhi hasil penerimaan PBB. WP yang 
belum melunasi dan belum membayarnya sampai jangka waktu 24 bulan yang 
tertera di formulir STTS pada lembar untuk WP. Dilihat dari hasil pembayaran 
yang masuk dalam penerimaan PBB tahun 2009 diatas dapat di ukur kinerja 
yang dilakukan oleh KPP Pratama Klaten belum mencapai target yang telah 
ditetapkan, sedangkan target yang terpenuhi sekitar 96%. Walaupun selama 
Tahun 2009 secara menyeluruh tidak dijumpai WP yang komplen ke KPP 
Pratama Klaten karena WP secara keseluruhannya sudah mendapatkan SPPT 
terhadap obyek pajaknya masing-masing.  
Dalam kinerja KPP Pratama Klaten kaitannnya untuk menuju Good 
Governance sudah melalui modernisasi pajak yaitu dengan 
mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif 
yang mencakup semua operasi organisasi secara nasional. Program ini 
dilakukan oleh KPP Pratama Klaten untuk mencapai empat sasaran utama. 
Pertama, optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, 
minimalisasi tax gap dan stimulus fiskal. Kedua, peningkatan kepatuhan 
sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakkan hukum 
yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan 
administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Terakhir, 
terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu 
kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan 
pelaksanaan good governance. Ditjen Pajak, sebagai organisasi pemerintah 
yang terkait dengan seluruh sektor kehidupan masyarakat, menyadari 
sepenuhnya tanpa improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika bisnis 
tidak akan mampu diantisipasi. Lebih jelas, pemanfaatan teknologi informasi 
sudah digunakan oleh KPP Pratama Klaten secara tepat yaitu mampu 
mendukung program transparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan 
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terjadinya KKN, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat 
diminimalisasi. 
3. Hambatan-Hambatan dan Solusi-Solusi Yang dihadapi KPP Pratama 
Klaten dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Secara administrasi dalam melakukan pemungutan PBB di sektor 
perdesaan dan perkotaan KPP Pratama Klaten masih terdapat kendala atau 
hambatan yang terjadi, sehingga dapat mempengaruhi adanya hasil 
penerimaan PBB. Setiap prosedur pasti ada baik dan buruknya, demikian juga 
sistem yang diterapkan pada KPP Pratama Klaten. Beberapa permasalahan 
mendasar yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan yang dilakukan oleh KPP Pratama Klaten yang bisa mempengaruhi 
hasil penerimaan PBB antara lain sebagai berikut : 
a. Pelaksanaan kegiatan penentuan dalam hal pendataan Obyek Pajak yang 
mana petugas harus mendatangi langsung Wajib Pajak untuk mencatat 
data Obyek Pajak yang diperlukan dalam penghitungan, penetapan dan 
pembebanan pajak yang terutang. Solusi yang diambil KPP Pratama 
Klaten dengan melakukan penyuluhan, lokakarya, seminar, dan lain-lain 
sehubungan dengan pajak.  
b. Dalam penetapan penghitungan PBB Terdapat masalah keberatan. Untuk 
mengatasi masalah seperti itu ialah dengan pengurangan pembayaran atau 
penghitungan pajak dengan melalui prosedur tertentu, seperti : melalui 
perangkat desa, melampirkan SPPT, melampirkan foto kopi identitas diri. 
c. Dalam penentuan obyek dan subyek ada hambatan pemilik tanah 
jauh,subyek pajak berdomisili diluar daerah Kabupaten Klaten.  Solusi 
yang dapat dilakukan untuk meminimalisir seperti dengan lebih 
mengintensifkan penyuluhan–penyuluhan ke masyarakat secara langsung, 
menginformasikan lewat media massa kapan pengambilan SPPT dapat 
dimulai dan batas pembayarannya. Secara teknis meskipun sudah dinilai 
penghitungannya, namun tanpa keberadaan pemilik objek pajak, hal 
tersebut akan menjadi masalah. Jalan yang diambil adalah dengan menanti 
sang pemilik kembali dulu, baru kemudian di tegur atau di tagih agar 
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segera  membayar pajak PBBnya. Bila setelah lewat waktu atau jatuh 
tempo dapat dicari keberadaannya lewat kelurahan atau desa setempat baru 
dikirimkan surat teguran agar segera melunasi pajaknya. Dengan adanya 
penyuluhan yang secara berkala dan rutin dilakukan agar masyarakat dapat 
mengerti dan memahami pentingnya membayar pajak secara tepat waktu 
dan mengerti kegunaan membayar pajak. 
d. Dalam hal pembayaran masih ada wajib pajak yang belum membayar atau 
melunasi pajak terutangnya. Solusi yang diambil dikasihnya surat teguran 
kepada WP yang belum membayar pajak terutangnya.  
e. Ada tunggakan-tunggakan yang terjadi. Solusi yang sudah dilakukan oleh 
KPP Pratama Klaten yaitu dengan mengadakan penyuluhan, pemberian 
peringatan lewat media masa, agar para penunggak mengetahui dan segera 
melunasinnya.  
Dilihat dari berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP 
Pratama Klaten secara normatif dalam pelaksanaan kegiatan penentuan dalam 
hal pendataan Obyek Pajak bersifat umum yang disebabkan karena kurangnya 
kesadaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, sehingga dalam  
pemahaman mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak 
yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya masih belum memahami. 
Kelemahan ini juga sangat berpengaruh pada pencapaian target penerimaan 
pajak yang sudah ditentukan. Dalam penetapan penghitungan PBB masalah 
keberatan secara teknis karena ada faktor kenaikan ketetapan, sehingga WP 
merasa keberatan terhadap jumlah besarnya pajak yang telah dicantumkan di 
SPPT terhadap obyek pajaknya. Dalam penentuan obyek dan subyek karena 
berdomisili diluar daerah secara teknis meskipun sudah dinilai 
penghitungannya, namun tanpa keberadaan pemilik objek pajak, hal tersebut 
akan menjadi masalah. Selain solusi yang diambil oleh KPP Pratama Klaten, 
mungkin bisa juga dengan menanti sang pemilik kembali dulu, baru kemudian 
di tegur atau di tagih agar segera  membayar pajak PBBnya. Bila setelah lewat 
waktu atau jatuh tempo dapat dicari keberadaannya lewat kelurahan atau desa 
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setempat baru dikirimkan surat teguran agar segera melunasi pajaknya. 
Dengan adanya penyuluhan yang secara berkala dan rutin dilakukan agar 
masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya membayar pajak secara 
tepat waktu dan mengerti kegunaan membayar pajak.  
Dalam hal pembayaran  terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar 
pajak terutangnya, masalah ini bersifat ekonomis karena dipengaruhi oleh 
faktor ekonomi. Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat dalam membayar 
pajak masih tidak berdaya, sebagian Wajib Pajak lebih memprioritaskan biaya 
yang sifatnya mendasar, seperti sekolah, kesehatan dan sebagainya, dari pada 
membayar pajak. Kemudian percepatan dan besarnya kenaikan pajak apabila 
dibandingkan dengan percepatan kenaikan pendapatan, lebih cepat dan lebih 
besar kenaikan pajak. Sedangkan masalah tunggakan ini dapat terjadi karena 
kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal pentingnya dalam melaksanakan 
kewajibannya membayar pajak atas pajak terutangnya. Dengan dibayarnya 
tunggakan ini diharapkan dapat menambah penerimaan negara. Oleh karena 





















Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa data, 
keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa : 
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Klaten sudah mengikuti prosedur aturan yang ada dan sudah 
sesuai pada peraturan perundang-undangan PBB yaitu Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang mana dalam 
kegiatannya : 
a. Dalam penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan 
sebagaimana dijelaskan pada pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 Tentang PBB 
b. Dalam pengenaan dan cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan sudah 
berdasarkan pada pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang 
PBB. 
c. Dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan bangunan sudah sesuai pada pasal 
11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang PBB 
Mengenai kinerja KPP Pratama Klaten dapat Penulis simpulkan secara 
menyeluruh secara normatif khususnya dalam kegiatan melaksanakan hak dan 
kewajibannya sebagai aparat pengelola PBB sudah sesuai dengan aturan 
perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam hal memberikan 
pelayanan kepada WP sudah sesuai dengan jangka waktu yang telah 
ditentukan dalam Undang-undang PBB, sehingga dapat dinilai dalam 
menjalankan hak dan kewajibannya KPP Pratama Klaten terpenuhinya asas 
keadilan dan kepastian hukum. Dan dalam pelaksanaan pemungutannya sudah 
memenuhi syarat keadilan, finansial, dan yuridis. 
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KPP Pratama Klaten sudah memanfaatan teknologi informasi secara 
tepat sehingga mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan, 
dimana kemungkinan terjadinya KKN, termasuk di dalamnya penyalahgunaan 
kekuasaan dapat diminimalisasi guna menuju kesistem pemerintahan yang 
baik untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. 
2. Hambatan-Hambatan dan Solusi-Solusi Yang dihadapi KPP Pratama Klaten 
dalam pelaksanaannya melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara 
lain : 
a. Dalam pendataan Obyek Pajak, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari 
Wajib Pajak dalam mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri 
Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya.  
b. Dalam penetapan penghitungan PBB terdapat masalah keberatan 
c. Dalam penentuan obyek dan subyek, pemilik tanah jauh, subyek pajak 
berdomisili diluar daerah Kabupaten Klaten. 
d. Dalam pembayaran Wajib Pajak masih ada yang belum membayar atau 
melunasi pajak terutangnya. 
e. Terjadi tunggakan-tunggakan. 
Sedangkan untuk solusi-solusi yang dipergunakan untuk memecahkan 
masalah-masalah diatas antara lain : 
a. Melakukan penyuluhan, lokakarya, seminar sehubungan dengan pajak. 
b. Melakukan pengurangan pembayaran atau penghitungan pajak dengan 
melalui prosedur yang berlaku. 
c. Mengintensifkan penyuluhan–penyuluhan ke masyarakat secara langsung, 
menginformasikan lewat media massa kapan pengambilan SPPT dapat 
dimulai dan batas pembayarannya. 





Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan 
sebelumnya pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka ada beberapa saran 
sederhana yang disampaikan penulis antara lain : 
1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prosedur pemungutan 
PBB yang benar terhadap pajak dan system perpajakannya serta peraturan dan 
perundang-undangan hendaknya diadakan program penyuluhan atau penataran 
atau seminar  perpajakan yang terjadwal secara rutin pada setiap wilayah kerja 
di Kabupaten Klaten. 
2. Untuk mengatasi tunggakan-tunggakan, diharapkan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Klaten harus aktif melakukan monitoring kepada masyarakat 
tentang hasil penerimaan PBB serta melakukan koordinasi dengan KPP 
Pratama Klaten tentang pengelolaan dan hasil penerimaan PBB secara rutin. 
3. Peningkatan kualitas data maupun informasi tentang PBB, harus dapat lebih 
dikembangkan dan ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi ke tempat 
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